a Besar yang memeriksa dan mengadili
flama dalam sidang Majelis Hakim telah

ut dalam perkara Cerai Talak antara:

mur 43 tahun, agama Islam, pendidikan
enaga kerja Indonesia, tempat kediaman di
7 hulu di PPN Bukit Indah RT. 03 RW. 06
Eketeng kecamatan Sumbawa Kabupaten
Sekarang berada di Al Matta Al Qasim Buraydah
ouse 4868 Saudi Arabia, berdasarkan surat
husus tertanggal 2 Agustus 2018, dan telah didaftar
Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam

hal ini memberikan kuasa khusus kepada :
KUASA PEMOHON., pekerjaan Advokat yang berkantor di Jalan Tengiri
No.21 Kelurahan Seketeng Pragas, Kecamatan Sumbawa,

sebagai Penggugat;

melawan

TERMOHON BINTI A.TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat
kediaman di 03 RW. 06 kelurahan seketeng kecamatan
Sumbawa Kabupaten Sumbaw, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUK PERKARA

gat dengan surat gugatannya tertanggal 02
(@paniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
2019 dengan register perkara Nomor
akan hal-hal sebagai berikut:

dengan Termohon adalah suami isteri sah,
@mber 1997di Kecamatan Utan Kabupaten
dta dalam Akta Nikah dari Kantor Urusan

an Kabupaten Sumbawa Nomor

Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
selama lebih kurang 2 tahun dan setelah itu
ila Pemohon di PPN bukit indah 03 RW. 06

amatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan

affla pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah
gau mana layaknya suami isteri, dan dikaruniail (satu) orang
anak bernama :a.ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berusia 20 tahun;
4. Bahwa sejak Agustus 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan
percekcokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
a.Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
b.Termohon tidak taat lagi kepada Pemohon, Termohon selalu ingin
menang sendiri dan tidak mau dinasehati serta tidak menghargai
Pemohon sebagai suami;
c.Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepadaPemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tersebut sejak bulan Oktober 2014 yang akibatnya kini
Pemohon danTermohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5

(lima) tahun lamanya;
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rumah tangga yang sakinah, mawaddah
ftahankan lagi, karenanya agar masing-
aflggar Norma Hukum dan Norma Agama
Iternative terakhir bagi Pemohon untuk
antara Pemohon dengan Termohon;

seluruh biaya yang timbul dalam perkara

I, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
.::\\f a memeriksa dan mengadili perkara ini

Sen yang amarnya berbunyi :

perkara menurut hukum ;
SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

menurut hukum yang seadil-adilnya (ex aequeoet bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan;
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dalil-dalil permohonannya, Pemohon

aksi-saksi sebagai berikut :

ikah dari Kantor Urusan Agama (KUA)

patenSumbawa, Nomor 27/09/VI11/2004
1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai
bs dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
leh Ketua Majelis diberi tanda P1;

MOHON, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan

Pesiunan PNS, bertempat tinggal di Dea Semamung

amatan Moyohulu Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah Termohon kurang lebih 2 tahun ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon 2 orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak 2012;
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elisihan dan pertengkaran Pemohon dan
on ingin menang sendiri dan Termohon
ata kasar pada Pemohon;

bhon berpisah tempat tinggal sudah kurang

mur 67 tahun, agama Islam, pendidikan
S, bertempat tinggal di RT.03 RW.02
an Sumbawa Kabupaten Sumbawa, di

keterangan yang pada pokoknya sebagai

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi
sejak 2012;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan
Termohon karena Termohon ingin menang sendiri dan Termohon
selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 5 tahun;

- Bahwa sudah cukup;
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para saksi tersebut, Pemohon menyatakan

sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan

bn menyatakan tidak akan mengajukan
an  kesimpulan secara lisan dengan
annya serta mohon putusan;

at uraian putusan ini, ditunjuk segala
pfita acara persidangan perkara ini sebagai

si putusan ini;

BANGAN HUKUM

e ey e i €

|

dan tujuan permohonan Pemohon adalah

glfon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun

Mediasi di Pengadilan, tidak dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Termohon ingin menang sendiri dan Termohon selalu

mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya Pemohon dan
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dalil-dalil permohonan Pemohon karena
persidangan, namun karena perkara ini

)ilon tetap diwajibkan untuk membuktikan

elgfatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Vienimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 22 September 1997, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI PEMOHON BIN SAKSI PEMOHON dan SAKSI PEMOHON BIN
SAKSI PEMOHON, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
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grmohon adalah suami istri sah;
mohon pernah hidup rukun dan dikaruniai
al: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan
Termohon tersebut sejak bulan Oktober 2014 yang akibatnya kini
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5
(lima) tahun lamanya;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
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, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
erkawinan, dan terwujudnya keluarga yang
sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
goa seperti itu, suami dan istri sudah tidak

bannya masing-masing, yang mana untuk

ikatan pernikahan adalah dimaksudkan

bagi suami maupun istri, tetapi dengan

fkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

baik bagi Pemohon maupun Termohon,

Bagarah ayat 227

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".
- Kaidah fikih:

> 5, amwlaall paiio s cal> pllasll

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil
manfaatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan dalam
perkara ini bahwa Pemohon mengajukan ijin menjatuhkan talak terhadap
Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ingin menang sendiri dan

Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya
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terjadi pisah tempat tinggal selama kurang
, dan selama pisah antara Pemohon dan

unikasi apalagi menjalankan kewajiban

Dn membenarkan dalil-dalil yang diajukan

hk  pula keberatan apabila Pemohon

19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP)
huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan
apabila didasarkan pada alasan: salah
Termohon sering terjadi perselisihan dan
rus yang disebabkan karena ingin menang
engeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon,
ohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama
pai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon

falftidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
ya suami-istri;

vienimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang dihadirkan
Pemohon ditemukan fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon sering
cekcok berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ingin menang
sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan kata-kata kasar pada Pemohon,
akibatnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama
kurang lebih 5 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta diatas terbukti bahwa
Pemohon dan Termohon sering cekcok berselisih dan bertengkar yang
disebabkan karena ingin menang sendiri dan Termohon selalu mengeluarkan
kata-kata kasar pada Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah
terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun sampai sekarang,

selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan antara satu
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an  Majelis Majelis Hakim telah berupaya
Pemohon  untuk mengurungkan niatnya

) tbersikeras bahkan telah berketetapan hati

demikian permohonan Pemohon untuk
ebagaimana maksud pasal 19 huruf (f)
9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)
karena itu, permohonan Pemohon
it dikabulkan dengan memberi ijin kepada
satu raj'i terhadap Termohon;
isarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang
JdPeradilan Agama sebagaimana yang telah
ing Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
ang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon

Vienimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai
dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah
talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda
dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum
Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj’i ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan
Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan,
maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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eh  karena perkara ini termasuk bidang
1 ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
ana telah diubah dengan Undang-Undang
-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
pebankan kepada Pemohon;

ari peraturan perundang-undangan yang
enaan dengan perkara ini;

GADILI

umbawa Besar pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Muijitahid, S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan Efendi,S.H.l. dan Hilman Irdhi
Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Najamuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi,S.H.I. Mujitahid, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.305/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 12
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman
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Panitera Pengganti,

Najamuddin, S.Ag
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